
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEI$TASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peratural
Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2018
tentang Tata Keda Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Provinsi Nusa TenggaJa Baiat,
untuk membantu memudahkan layanan informasi dal
dokumentasi pada Biro Hukum Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat secara cepat, murah dan
sederhala ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID);

b. bahwa untuk memudahkan lavanarl informasi dimaksud.
perlu di bentuk tim agar 

-lebih 
berdaya guna darr

berhasil guna;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pada Biro Hukum Sekrctariat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat "laLIu.Il 2O24i

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OOa tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahal Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 rentang Pelayanan
Publik (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaral Negara Republik
lndonesia Nomor 5O38);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,emba.ran Nega.ra Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terathir dengal Undalg-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemedntah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terLtar'g Cipta Keda
menjadi Undang-Undang (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Taiur 2O23 Nomor 41, Tamba1 al Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OI4 tentang
Administrasi Pemerintahan (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaral
Negara Repub[k Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undarg Nomor 6 Tahun
2023 ter'tar'g Penetapan Peraturan Femerintah Fengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ter:.taJj'g Cipta Keda
menjadi Undang-Undang fi.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara RepubJik
Indonesia Nomor 6856):

Menimbang

Mengingat
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tah.u.Ir 2022 Nomor 163, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68091:

6, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentans
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraai
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tamba}tan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tenEng Pedoman Pengelolaari Pelayanar Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Neeeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Ind-onesia Tahun 2017
Nomor 157);

8. Peraturan Gubemur Nomor 24 Tahun 2018 tentans Tata
Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokr.rmEntasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Ba.rat Tahun 2018 Nomor 24J;

9. Peraturan Gubemur Nomor 10 Tahun 2023 tentans
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sertd
Tata Ke{a Selceta.riat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Ba-rat
fBerita Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Pejabat Pengelola Informasi daar Dokumentasi Pada Biro
Hukum Sekretariat Daerah Prwinsi Nusa Tenggara Barat
TahvJ] 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercartum dalam Lampiran Keputusan ini.
T\rgas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi darr
Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
sebasai berikut :
f"g"* t
a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanal

informasi publik;
b. mendokumentasikan, memverifikasi, menJrusun,

menyimpan dan mengelola bahan-bahan Informasi publik;
c. mendokumentasikal, menyimpan menyediakaa, dan

memberi pelayanan informasi publik;
d. mengqjukal permohonal konsultasi uji konsekuensi

untuk pengecualian informasi kepada PPID Provinsi;
e. konsultasi upaya penyelesaian sengketa informasi publik

kepada PPID Provinsi; dan
I melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh PPID Provinsi.

Wewerarg :
a.meminta, mengumpulkal, dokumen bahan-bahan

informasi publik dari bidang dan/atau bagian yang ada
di masing-masing Perangkat Daerah;

b. melaksanakal rapat koordinasi dan/atau rapat keda
untuk kelancaran tugas dan fungsi pelayanan informasi
dengan pejabat strukhrral dan fungsional di masing-
masing Perangkat Daerah; dan

c. menugaskal Pejabat Fungsional untuk melaksanakal
tugas-tugas pendokumentasian, verifrkasi, pengelolaan,
penyimpanan bahan-bahan informasi publik.



KETIGA : Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada 2 JarMai2O24

Ditetapkan di : Mataram
pada t-anggat

a.n. Pj. GUBERNUR NUSA ARA BARAT
Di RAH,

IBNU SALIM
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:
- Pj. Gubemur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR
TENTANG
PE.'ABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024

NO, NAMA /JABATAN / INSTANSI KEDUDUKAN
DAI,AM PPID

KET

I . Sekretaris Daerah Provinsi NTB Atasan

2. Asisten Pemerintahan darr
Kesejahteraan Rai<yat Sekretariat
Daerah Provinsi NTB

Penanggung Jawab

3. Kepala Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi NTB

Ketua

4. Kepala Bagial Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi NTB

Wakil Ketua

5. Fungsional Analis Hukum Ahli Muda
selaku Sub Koordinator Dokumentasi
dan Naskah Hukum Lainnya

Anggota 1 (satu)
orang

6. Penelaah Teknis Kebiiakan Bagian
Bantuan Hukum pada Bto Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi NTB

Anggota 4 (empat)
orang

a.n.E.GUBERNUR NUSA NGGARA BARAT
PJ. SEKRETARIS

NU SALIM
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